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Target Realisasi Tingkat Capaian Target Realisasi Tingkat Capaian

1 Sosial Dinsos PPKB PPPA

Dinsos PPKB PPPA                  20,353,289,073                  18,592,568,934 91.35%

Peningkatan 

Penanganan PMKS

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

200 200 100.00%                    7,762,720,101                    7,423,796,802 95.63%

Persentase ketercapaian perencanaan, 

evaluasi kinerja OPD, dan keuangan 

Perangkat Daerah

100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Persentase ketercapaian pelayanan umum 

dan kepegawaian perangkat daerah
100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah
32 32 100.00%                          16,900,130                          16,678,387 98.69%

Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan Perangkat Daerah
32.00 Dokumen 32.00 Dokumen 100.00%

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
5 5 100.00%                            9,350,545                            9,300,037 99.46%

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah
5.00 Dokumen 5.00 Dokumen 100.00%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

27 27 100.00%                            7,549,585                            7,378,350 97.73%

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

27.00 Laporan 27.00 Laporan 100.00%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31 31 100.00%                    5,800,203,380                    5,555,200,307 95.78%

Jumlah kegiatan yang dikelola 31.00 Kegiatan 31.00 Kegiatan 100.00%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44 44 100.00%                    5,760,643,609                    5,515,656,435 95.75%

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

44.00 

Orang/bulan

44.00 

Orang/bulan
100.00%

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12 12 100.00%                          39,559,771                          39,543,872 99.96%

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.00 Dokumen 12.00 Dokumen 100.00%

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah
4 4 100.00%                          84,741,900                          84,702,378 99.95%

Jumlah dokumen kepegawaian yang 

tersusun
4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 100.00%

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai
4 4 100.00%                          84,741,900                          84,702,378 99.95%

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai
4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 100.00%

Permasalahan Upaya Mengatasi

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No. Urusan SKPD/Unit Kerja Kebijakan Uraian Program/Kegiatan
Kinerja Keuangan
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Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 2 100.00%                          75,192,276                          74,883,260 99.59%

Jumlah dokumen administrasi umum yang 

tersusun
2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 100.00%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD
100 100 100.00%                          75,192,276                          74,883,260 99.59%

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.00 Laporan 100.00 Laporan 100.00%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah
2 2 100.00%                        158,972,084                        129,792,724 81.64%

Fisik 100 % Selesai. Sisa 

pagu karena sebelumnya 

direncanakan untuk 

antisipasi kenaikan biaya 

tagihan listrik setelah 

menambah Daya Listrik yg 

rencana nya dilaksanakan di 

awal tahun, namun karena 

ada perubahan, baru 

terlaksana di Bulan Oktober 

( tambah daya)

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan
2.00 Dokumen 2.00 Dokumen 100.00%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100.00%                          37,410,884                          37,096,228 99.16%

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
12.00 Laporan 12.00 Laporan 100.00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik
132 132 100.00%                        121,561,200                          92,696,496 76.26%

Fisik 100 % Selesai. Sisa 

pagu karena sebelumnya 

direncanakan untuk 

antisipasi kenaikan biaya 

tagihan listrik setelah 

menambah Daya Listrik yg 

rencana nya dilaksanakan di 

awal tahun, namun karena 

ada perubahan, baru 

terlaksana di Bulan Oktober 

( tambah daya)

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

132.00 Laporan 132.00 Laporan 100.00%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah
11 11 100.00%                        210,530,966                        209,400,000 99.46%

Jumlah jenis barang milik daerah penunjang 

urusan pemerintah daerah yang diadakan
11.00 Jenis 11.00 Jenis 100.00%

Pengadaan Mebel 2 2 100.00%                          29,200,000                          29,200,000 100.00%

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2.00 Unit 2.00 Unit 100.00%

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 7 100.00%                        181,330,966                        180,200,000 99.38%

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan
7.00 Unit 7.00 Unit 100.00%
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3 3 100.00%                    1,416,179,365                    1,353,139,746 95.55%

Jumlah pelayanan administrasi umum yang 

dilaksanakan

3.00 Sub 

Kegiatan

3.00 Sub 

Kegiatan
100.00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan

125 125 100.00%                        436,633,885                        390,176,619 89.36%

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya

125.00 Unit 125.00 Unit 100.00%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 5 100.00%                          20,000,000                          19,999,500 100.00%

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara
5.00 Unit 5.00 Unit 100.00%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

3 3 100.00%                        959,545,480                        942,963,627 98.27%

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3.00 Unit 3.00 Unit 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan 

Penanganan PMKS
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 11 11 100.00%                        430,112,623                        397,665,688 92.46%

Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha 

Kesejahteraan Sosial (UKS)
11.00 Persen 11.00 Persen 100.00%

Pengembangan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Daerah 

Kabupaten/Kota

171 171 100.00%                        430,112,623                        397,665,688 92.46%

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

yang mendapatkan pembinaan
171.00 Orang 171.00 Orang 100.00%

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja 

Sosial Masyarakat Kewenangan 

Kabupaten/Kota

50 50 100.00%                          57,558,188                          57,065,672 99.14%

Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 

Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

50.00 Orang 50.00 Orang 100.00%

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

21 21 100.00%                        297,553,281                        266,320,064 89.50%

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

21.00 Orang 21.00 Orang 100.00%

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber 

Kesejahteraan Sosial Kelembagaan 

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

42 42 100.00%                          75,001,154                          74,279,952 99.04%
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Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

Meningkat Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

42.00 Lembaga 42.00 Lembaga 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan 

Penanganan PMKS
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 100.05 100.05 100.00%                    2,789,555,492                    1,643,340,849 58.91%

Persentase penyandang disabilitas terlantar, 

anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan 

gelandangan dan penngemis yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti **

100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Persentase PMKS lainnya di luar panti yang 

memperoleh bantuan sosial untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar

0.05 Persen 0.05 Persen 100.00%

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis 

di Luar Panti Sosial

1441 1420 98.54%                    2,362,216,328                    1,232,554,143 52.18%

Atas dasar verifikasi ulang 

terhadap calon penerima 

manfaat, sebagian calon 

penerima yang tidak bisa 

mencairkan bansos berupa 

uang karena tidak masuk 

dalam kategori desil 1 dan 2 

DTSEN, tidak tinggal di desa 

prioritas penanganan 

kemiskinan ekstrim, sudah 

menerima bantuan sosial 

lainnya, atau telah 

meninggal dunia.

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, 

beserta keluarganya, Gelandangan dan 

Pengemis yang terpenuhi 

kebutuhandasarnya di luar panti

1441.00 Orang 1420.00 Orang 98.54%

Penyediaan Alat Bantu 35 35 100.00%                        159,764,558                        145,427,020 91.03%

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu 

dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

35.00 Orang 35.00 Orang 100.00%

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 30 30 100.00%                            6,900,229                            6,713,694 97.30%

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

30.00 Orang 30.00 Orang 100.00% -
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Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual, dan Sosial
741 627 84.62%                    1,958,632,000                        845,151,500 43.15%

- Atas dasar verifikasi ulang 

terhadap calon penerima 

manfaat, sebagian calon 

penerima yang tidak bisa 

mencairkan bansos berupa 

uang karena tidak masuk 

dalam kategori desil 1 dan 2 

DTSEN, tidak tinggal di desa 

prioritas penanganan 

kemiskinan ekstrim, sudah 

menerima bantuan sosial 

lainnya, atau telah 

meninggal dunia.

-

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 

Spiritual dan Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

741.00 Orang 627.00 Orang 84.62%

Pemberian Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

165 165 100.00%                          50,112,236                          49,561,680 98.90%

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada 

Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

165.00 Orang 165.00 Orang 100.00%

Pemberian Layanan Kedaruratan 300 300 100.00%                        179,906,786                        179,046,416 99.52%

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 

Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
300.00 Orang 300.00 Orang 100.00%

Pemberian Layanan Rujukan 40 40 100.00%                            6,900,519                            6,653,833 96.43%

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
40.00 Orang 40.00 Orang 100.00%

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan 

Korban HIV/AIDS dan NAPSA di Luar Panti 

Sosial

80 80 100.00%                        427,339,164                        410,786,706 96.13%

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar, 

Gelandangan dan Pengemis, dan PMKS 

lainnya di luar panti yang 

mendapatkanpenanganan dalam Rumah 

Singgah

80.00 Orang 80.00 Orang 100.00%

Penyediaan Permakanan 80 80 100.00%                        102,243,530                          88,220,464 86.28%
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Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 

dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

80.00 Orang 80.00 Orang 100.00%

Penyediaan Sandang 80 80 100.00%                          14,963,947                          14,954,678 99.94%

Jumlah orang yang Menerima pakaian dan 

kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 

tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

80.00 Orang 80.00 Orang 100.00%

Pemberian Layanan Rujukan 70 70 100.00%                        310,131,687                        307,611,564 99.19%

Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 

Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
70.00 Orang 70.00 Orang 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan 

Penanganan PMKS

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 

SOSIAL
89.9 89.9 100.00%                    8,899,443,668                    8,658,745,984 97.30%

Persentase fakir miskin yang mendapatkan 

perlindungan dan jaminan sosial
89.90 Persen 89.90 Persen 100.00%

Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar 25 25 100.00%                          60,780,957                          60,780,957 100.00%

Jumlah anak terlantar yang terpelihara 25.00 Orang 25.00 Orang 100.00%

Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 25 25 100.00%                          60,780,957                          60,780,957 100.00%

Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau 

Kewenangan Kabupaten/Kota
25.00 Orang 25.00 Orang 100.00%

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota
852813 852813 100.00%                    8,838,662,711                    8,597,965,027 97.28%

Jumlah fakir miskin yang tertangani
852813.00 

Orang

852813.00 

Orang
100.00%

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota
852813 852813 100.00%                        397,005,240                        390,005,673 98.24%

Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Didata

852813.00 

orang

852813.00 

orang
100.00%

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 

Daerah Kabupaten/Kota
72160 72160 100.00%                        404,685,990                        399,707,297 98.77%

Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 

Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota

72160.00 

keluarga

72160.00 

keluarga
100.00%

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan 

Keluarga
140175 140175 100.00%                    7,965,643,026                    7,747,104,904 97.26%

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM) 

yang Mendapatkan Bantuan Sosial 

Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

140175.00 

Keluarga

140175.00 

Keluarga
100.00%

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat
100 100 100.00%                          71,328,455                          61,147,153 85.73%

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat 

Kewenangan Kabupaten/Kota

100.00 Orang 100.00 Orang 100.00%

Dinsos PPKB PPPA
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Peningkatan 

Penanganan PMKS
PROGRAM PENANGANAN BENCANA 100 100 100.00%                        471,457,189                        469,019,611 99.48%

Persentase korban bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana 

daerah kabupaten**

100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 

dan Sosial Kabupaten/Kota
350 350 100.00%                        400,871,729                        398,653,263 99.45%

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang 

mendapatkan perlindungan sosial
350.00 orang 350.00 orang 100.00%

Penyediaan Makanan 350 350 100.00%                        135,410,660                        135,375,270 99.97%

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Permakanan 31 Hari dalam Masa Tanggap 

Darurat Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota

350.00 Orang 350.00 Orang 100.00%

Penyediaan Sandang 100 100 100.00%                          70,880,714                          70,867,210 99.98%

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 

dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia 

pada Masa Tanggap Darurat Pengungsian) 

dan Pasca Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

100.00 Orang 100.00 Orang 100.00%

Penyediaan Tempat Penampungan 

Pengungsi
39 39 100.00%                          83,034,625                          82,697,536 99.59%

Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 

Kabupaten/Kota
39.00 Jiwa 39.00 Jiwa 100.00%

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 75 75 100.00%                          61,459,770                          61,445,922 99.98%

Jumlah Orang yang Mendapatkan 

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

75.00 Orang 75.00 Orang 100.00%

Pelayanan Dukungan Psikososial 50 50 100.00%                          50,085,960                          48,267,325 96.37%

Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 

Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

50.00 Orang 50.00 Orang 100.00%

Penyelenggaraan Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 

Bencana Kabupaten/Kota

1 1 100.00%                          70,585,460                          70,366,348 99.69%

Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan 

masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana 

kabupaten/kota

1.00 Kali 1.00 Kali 100.00%

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana
50 50 100.00%                          70,585,460                          70,366,348 99.69%

Jumlah Orang yang Melaksanakan 

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

50.00 Orang 50.00 Orang 100.00%
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2
Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak
Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan, 

Anak, dan Keluarga

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
20.32 20.32 100.00%                        150,272,550                        138,238,745 91.99%

Persentase lembaga yang melaksanakan 

PUG
5.70 Persen 5.70 Persen 100.00%

Persentase perempuan dalam organisasi 

kemasyarakatan yang mendapatkan 

peningkatan kapasitas pada sektor politik, 

hukum, ekonomi, sosial, dan budaya

14.62 Persen 14.62 Persen 100.00%

Pelembagaan Pengarustamaan Gender 

(PUG) pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota

10 10 100.00%                          44,865,865                          42,419,261 94.55%

Jumlah Lembaga yang melaksanakan PUG 10.00 Lembaga 10.00 Lembaga 100.00%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Penyelenggaraan PUG kewenangan 

Kab/Kota

10 10 100.00%                          44,865,865                          42,419,261 94.55%

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender PUG 

Termasuk Perencaan Pembangunan 

Responsif Gender PPRG Kewenangan 

Kabupaten/Kota

10.00 Lembaga 10.00 Lembaga 100.00%

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, 

Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi 

Kemasyarakatan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

500 500 100.00%                          58,612,620                          53,825,368 91.83%

Jumlah Perempuan yang terlibat dalam 

bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

pada Organisasi Kemasyarakatan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

500.00 Orang 500.00 Orang 100.00%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan dan 

Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

1 1 100.00%                          58,612,620                          53,825,368 91.83%

Jumlah Organisasi Masyarakat yang 

Mendapat Advokasi dan Pendampingan 

Kebijakan Peningkatan Partisipasi 

Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial 

dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

1.00 Organisasi 1.00 Organisasi 100.00%
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Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

19 19 100.00%                          46,794,065                          41,994,116 89.74%

Organisasi perempuan yg dibina
19.00 

Organisasi

19.00 

Organisasi
100.00%

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

1 1 100.00%                          46,794,065                          41,994,116 89.74%

Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan 

Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia

1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan, 

Anak, dan Keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 100 100.00%                        247,851,376                        151,583,742 61.16%

Persentase perempuan korban kekerasan 

yang dilayani sesuai standar
100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

8 8 100.00%                          50,750,000                          38,000,000 74.88%

Kolaborasi kegiatan dg LPA 

Klaten mitra Unicef utk keg 

perlindungan perempuan, 

honor narsum dan transport 

peserta sdh difasilitasi dari 

Unicef

Jumlah lembaga yang terlibat dalam 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan
8.00 Lembaga 8.00 Lembaga 100.00%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

3 3 100.00%                          50,750,000                          38,000,000 74.88%

Kolaborasi kegiatan dg LPA 

Klaten mitra Unicef utk keg 

perlindungan perempuan, 

honor narsum dan transport 

peserta sdh difasilitasi dari 

Unicef

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program 

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 

Terhadap Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3.00 Dokumen 3.00 Dokumen 100.00%

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan 

Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi 

Kewenangan Kabupaten/Kota

3 3 100.00%                        162,315,376                          81,297,311 50.09%

Disesuaikan dengan 

kebutuhan korban, karena 

yang harusnya dianggarkan 

untuk gelar kasus yang 

membutuhkan dana, bisa 

dielesaiakn dengan cara 

mediasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi 

perempuan korban kekerasan yang 

memerlukan koordinasi kewenangan 

Kabupaten/Kota

3.00 Layanan 3.00 Layanan 100.00%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3 3 100.00%                        162,315,376                          81,297,311 50.09%

Disesuaikan dengan 

kebutuhan korban, karena 

yang harusnya dianggarkan 

untuk gelar kasus yang 

membutuhkan dana, bisa 

dielesaiakn dengan cara 

mediasi.

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 

yang Memerlukan Koordinasi dan 

Sinkronisasi bagi Perempuan Korban 

Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.00 Layanan 3.00 Layanan 100.00%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2 2 100.00%                          34,786,000                          32,286,431 92.81%

Jumlah lembaga layanan perlindungan 

perempuan yang mendapatkan penguatan
2.00 Lembaga 2.00 Lembaga 100.00%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan Penanganan 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

30 30 100.00%                          34,786,000                          32,286,431 92.81%

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga 

Penyedia Layanan Penanganan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang Mendapat 

Peningkatan Kapasitas

30.00 Orang 30.00 Orang 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan, 

Anak, dan Keluarga

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100 100 100.00%                        212,221,460                        192,697,219 90.80%

Persentase kelembagaan pelayanan 

pemenuhan hak anak sesuai standart
100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia 

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

25 25 100.00%                        212,221,460                        192,697,219 90.80%

Jumlah Pelembagaan PHA yang terbentuk
25.00 

Organisasi

25.00 

Organisasi
100.00%
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Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

25 25 100.00%                        212,221,460                        192,697,219 90.80%

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 

Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang 

Mendapat Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada 

Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, 

Media dan Dunia Usaha

25.00 

organisasi

25.00 

organisasi
100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan, 

Anak, dan Keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 100 100 100.00%                        272,801,623                        192,382,562 70.52%

Persentase anak korban kekerasan yang 

dilayani sesuai standar
100.00 Persen 100.00 Persen 100.00%

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 

Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

8 8 100.00%                          50,750,000                          38,340,000 75.55%

Kolaborasi kegiatan dg LPA 

Klaten Mitra Unicef utk 

kegiatan perlindungan anak, 

honor narsum dan transport 

peserta sudah difasilitasi 

dari Unicef

Jumlah lembaga yang terlibat dalam 

pencegahan kekerasan terhadap anak
8.00 Lembaga 8.00 Lembaga 100.00%

Advokasi dan Pendampingan Perangkat 

Daerah dalam Pelaksanaan 

Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan 

KTA

30 30 100.00%                          50,750,000                          38,340,000 75.55%

Kolaborasi kegiatan dg LPA 

Klaten Mitra Unicef utk 

kegiatan perlindungan anak, 

honor narsum dan transport 

peserta sudah difasilitasi 

dari Unicef

Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan 

Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan 

/program/ kegiatan pencegahan KTA

30.00 Orang 30.00 Orang 100.00%

Penyediaan Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

3 3 100.00%                        187,817,623                        121,392,473 64.63%

Disesuaikan dengan 

kebutuhan korban, karena 

yang harusnya dianggarkan 

untuk gelar kasus yang 

membutuhkan dana, bisa 

dielesaiakn dengan cara 

mediasi.

Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus yang memerlukan 

koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota

3.00 Layanan 3.00 Layanan 100.00%
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 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            12 / 18                            12 / 18



Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 3 3 100.00%                        187,817,623                        121,392,473 64.63%

Disesuaikan dengan 

kebutuhan korban, karena 

yang harusnya dianggarkan 

untuk gelar kasus yang 

membutuhkan dana, bisa 

dielesaiakn dengan cara 

mediasi.

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 3.00 Layanan 3.00 Layanan 100.00%

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

2 2 100.00%                          34,234,000                          32,650,089 95.37%

Jumlah lembaga layanan perlindungan 

khusus anak yang mendapatkan penguatan
2.00 Lembaga 2.00 Lembaga 100.00%

Peningkatan kapasitas SDM lembaga 

penyedia layanan perlindungan dan 

penanganan bagi AMPK tingkat daerah 

kabupaten/

30 30 100.00%                          34,234,000                          32,650,089 95.37%

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih 

dan mendapatkan sertifikat Perlindungan 

dan Penanganan AMPK

30.00 Orang 30.00 Orang 100.00%

3
Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana
Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 22.79 22.7 99.61%                        655,523,158                        651,346,110 99.36%

Usia Kawin Pertama (UKP) 22.79 Tahun 22.70 Tahun 99.61%

Pemetaan Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
120100 120100 100.00%                        655,523,158                        651,346,110 99.36%

Jumlah Usia Perkawinan perempuan 

Pasangan Usia Subur (PUS) minimal 20 tahun
120100.00 PUS 120100.00 PUS 100.00%

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2 2 100.00%                          60,000,000                          59,608,906 99.35%

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2.00 Laporan 2.00 Laporan 100.00%

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 1 1 100.00%                        108,169,916                        107,949,684 99.80%

Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang 

Tersedianya
1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 100.00%

Pencatatan dan Pengumpulan Data 

Keluarga
184 184 100.00%                        218,400,000                        217,919,832 99.78%
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Jumlah Laporan Pencatatan dan 

Pengumpulan Data Keluarga
184.00 Laporan 184.00 Laporan 100.00%

Pengolahan dan Pelaporan Data 

Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
1 1 100.00%                        239,400,000                        236,549,916 98.81%

Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan 

Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 

KB

1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 100.00%

Penyusunan Profil program Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana (Bangga Kencana)

1 1 100.00%                          29,553,242                          29,317,772 99.20%

Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga

1.00 Dokumen 1.00 Dokumen 100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA (KB)
109.42 109.42 100.00%                  11,365,611,687                  11,187,418,750 98.43%

Cakupan PUS yang ingin ber-KB dan tidak 

terpenuhi (unmet need)
12.32 Persen 12.32 Persen 100.00%

Persentase Peserta KB Aktif menggunakan 

alat kontrasepsi modern (CPR)
72.10 Persen 72.10 Persen 100.00%

Persentase Perangkat Daerah dan Lembaga 

yang berperan dalam pembangunan daerah 

melalui Kampung KB

25.00 Persen 25.00 Persen 100.00%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian 

Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal

50 50 100.00%                    1,674,443,200                    1,663,683,308 99.36%

Frekuensi KIE Program Bangga Kencana 50.00 Kali 50.00 Kali 100.00%

Pengelolaan Operasional dan Sarana di 

Balai Penyuluhan Bangga Kencana
21 21 100.00%                        983,300,000                        973,684,898 99.02%

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 

Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan 

Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana)

21.00 Laporan 21.00 Laporan 100.00%

Pelaksanaan Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana melalui Rapat 

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini 

Lokakarya (Minilok)

21 21 100.00%                        420,000,000                        420,000,000 100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Jumlah Laporan Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana Pembangunan 

Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 

Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi 

Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)

21.00 Laporan 21.00 Laporan 100.00%

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 

Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 

serta Media Luar Ruang

4 4 100.00%                        125,000,000                        124,349,300 99.48%

Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program 

Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 

Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 

serta Media Luar Ruang

4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 100.00%

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Program Bangga Kencana sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

4 4 100.00%                          11,501,200                          11,409,110 99.20%

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi KIE Program Bangga Kencana 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal

4.00 Dokumen 4.00 Dokumen 100.00%

Advokasi Program Bangga kencana oleh 

pokja advokasi kepada Stakeholders dan 

Mitra Kerja

25 25 100.00%                        134,642,000                        134,240,000 99.70%

Jumlah Organisasi yang Mendapatkan 

Advokasi Program Bangga Kencana 

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 

Keluarga Berencana) kepada Stakeholders 

dan Mitra Kerja

25.00 

Organisasi

25.00 

Organisasi
100.00%

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 

KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
415 415 100.00%                    3,038,736,000                    3,013,799,544 99.18%

Jumlah tenaga penyuluh KB/Petugas 

lapangan KB yang diberdayakan
415.00 orang 415.00 orang 100.00%

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)
372 372 100.00%                    2,683,200,000                    2,676,298,344 99.74%

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan 

Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP
372.00 Orang 372.00 Orang 100.00%

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, 

Penggerakan, Pelayanan dan 

Pengembangan Program Bangga Kencana 

untuk Petugas Keluarga 

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PKB/PLKB)

1 1 100.00%                        355,536,000                        337,501,200 94.93%
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Jumlah Laporan Hasil Penguatan 

Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, 

Pelayanan dan Pengembangan Program 

Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 

untuk Petugas Keluarga 

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PKB/PLKB)

1.00 Laporan 1.00 Laporan 100.00%

Pengendalian dan Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota

148200 148199 100.00%                    4,429,896,487                    4,291,404,950 96.87%

Jumlah PUS yang terlayani kesertaan ber-KB 148200.00 PUS 148199.00 PUS 100.00%

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

62 62 100.00%                          45,473,000                          45,364,000 99.76%

Jumlah Laporan Pengendalian 

Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke 

Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

62.00 Laporan 62.00 Laporan 100.00%

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
10331 10196 98.69%                    4,347,723,487                    4,209,340,950 96.82%

Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan 

Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang MKJP

10331.00 orang 10196.00 orang 98.69%

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 

Kesehatan Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

4 4 100.00%                          36,700,000                          36,700,000 100.00%

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk 

Jaringan dan Jejaringnya

4.00 Laporan 4.00 Laporan 100.00%

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 

Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 

pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 

KB

12 12 100.00%                    2,222,536,000                    2,218,530,948 99.82%

Jumlah lembaga yang berperan dalam 

pembangunan daerah melalui Kampung KB
12.00 Lembaga 12.00 Lembaga 100.00%

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi 

Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga 

Berkualitas

372 372 100.00%                    1,600,200,000                    1,599,895,000 99.98%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                            16 / 18                            16 / 18



Jumlah DASHAT di Kampung KB 372.00 Unit 372.00 Unit 100.00%

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Bangga Kencana di Kampung Keluarga 

Berkualitas

372 372 100.00%                        622,336,000                        618,635,948 99.41%

Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di 

Kampung KB

372.00 

Kampung

372.00 

Kampung
100.00%

Dinsos PPKB PPPA

Peningkatan Kualitas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
62.29 62.29 100.00%                    6,870,404,900                    6,848,571,632 99.68%

Cakupan pembangunan ketahanan keluarga 62.29 Persen 62.29 Persen 100.00%

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 

melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

84 84 100.00%                        263,804,900                        257,387,448 97.57%

Jumlah Poktan yang dibina dan dievaluasi 

Program Pembangunan Ketahanan Keluarga

84.00 

kelompok

84.00 

kelompok
100.00%

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

5 5 100.00%                        120,804,900                        114,607,444 94.87%

Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS

5.00 Laporan 5.00 Laporan 100.00%

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 

(UPPKA))

11 11 100.00%                        143,000,000                        142,780,004 99.85%

Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, 

BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan 

Ekonomi Keluarga/UPPKS

11.00 Unit 11.00 Unit 100.00%
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Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Pembangunan 

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

12 12 100.00%                    6,606,600,000                    6,591,184,184 99.77%

Jumlah pelaksanaan dan peningkatan peran 

serta organisasi kemasyarakatan tingkat 

daerah Kabupaten/Kota dalam 

pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

12.00 Kali 12.00 Kali 100.00%

Pemantauan data dan informasi 

keluargaberesiko stunting (termasuk remaja 

calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, 

pasca salin/kelahiran,baduta/balita)

12 12 100.00%                    3,003,000,000                    2,987,584,184 99.49%

Cakupan Pemantauan Data dan Informasi 

Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja 

Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, 

Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

12.00 Laporan 12.00 Laporan 100.00%

Pendampingan keluarga berisiko stunting 

(termasuk remaja calon pengantin/calon 

PUS, ibu hamil, pasca 

salin/kelahiran,baduta/balita)

12 12 100.00%                    3,603,600,000                    3,603,600,000 100.00%

Jumlah Keluarga Berisiko Stunting Termasuk 

remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu 

Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 

yang mendapat pendampingan

12.00 Laporan 12.00 Laporan 100.00%

Kepala Dinsos PPKB PPPA 
  
  
 
  
  
      ${ttd_pengirim} 
  
  
  
 
 
  
M Taufik,  S.H., M.H. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 197103231990031003 
 

${ttd}
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